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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH  KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 900/       /IV.02/2021

TENTANG

RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,

	Menimbang
	:
	a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung maka masing- masing Perangkat Daerah perlu untuk menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 572/ 1.09/ HK/ 2020 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021;

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan  Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);








3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang – Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor  09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun  2011 tentang Kriteria danUkuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;


	
	
	
MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

	
	
	


	KEDUA
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

	
	
	



					



	Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal  : 

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,




WILSON FAISOL, SE., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001








Tembusan disampaikan Kepada Yth;
	1.
	Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;

	2.
	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;   

	3.
	Himpunan Keputusan.
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Lampiran	:   Keputusan Kepala BPKAD
Nomor	:
Tanggal	:


Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2021

	AREA	AREA PERUBAHAN
	Isu Permasalahan Strategis
	Rencana Kegiatan
	Jadwal Pelaksanaan

	
	
	
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Agst
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	[bookmark: _GoBack]Manajemen Perubahan
	Peran pimpinan dan pegawai dalam implementasi reformasi birokrasi belum optimal
	Penyusunan Rencana Kerja PMPRB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tim Reformasi Birokrasi belum optimal dalam melaksanakan tugas sesuai rencana kerja
	Pelaksanaan Rencana Kerja oleh Tim Reformasi Birokrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sosialisasi Rencana Kerja RB keseluruh pegawai Inspektorat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Monitoring dan evaluasi rencana kerja belum dilakukan secara berkala
	Monitoring dan evaluasi rencana kerja Reformasi Birokrasi dilakukan secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) belum dikomunikasikan secara optimal
	Penyusunan Rencana Aksi Inspektorat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Informasi tentang RATL dalam rapat pimpinan dan setiap kegiatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Agen perubahan belum menunjukan peran secara aktif dalam menerapkan tugas dantanggungjawabnya
	Mengusulkan diklat agen perubahan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/rencana aksi agen perubahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penataan peraturan Perundang-undangan
	Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis belum dilakukan secara berkala
	Menyusun peta/matrik peraturan yang tidak harmonis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyempurnaan peraturanperundang-undangan belum optimal (termasuk deregulasi peraturan perundangan yang menghambat)
	Menyusun peraturan perundangan mengikuti peraturan terbaru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PenataanKelembagaan/PenguatanOrganisasi
	Evaluasi organisasi dan analis duplikasi fungsi masih sebatas pembahasan dengan BagianOrganiasi, belum dilakukan secara khusus oleh internal 
	evaluasiorganisasimengikutiperaturanterbaru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Evaluasi kinerja organisasi belum selesai dilaksanakan

	Monitoring dan evaluasi kinerja organisasi secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penataan Tatalaksana
	SOP yang ada tidak sesuai dengan peta proses bisnis
	Menyesuaikan SOP yang ada dengan peta proses bisnis Inspektorat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Menyusun SOP baru menyesuaikan program/kegiatan baru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Monitoring  dan evaluasi SOP tidak dilakukan secara berkala
	Monitoring dan evaluasi SOP/peta proses bisnis minimal dilakukan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Implementasi perkembangan e-government belum terintegrasi
	Reviu SOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pengembangan inovasi e-government masih belum optimal
	Menyusun peta/matrik peraturan perundangan yang tidak harmonis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penataan SDM Aparatur/ Sistem Manajemen SDM
	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum optimal dilaksanakan

	Pemanfaatan aplikasi SIM HP untuk dokumentasi pemeriksaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kebutuhan pengembangan kompetensi belum dilaksanakan secara optimal 
	Penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi dilaksanakan secara menyeluruh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	AREA	AREA PERUBAHAN
	Isu Permasalahan Strategis
	Rencana Kegiatan
	Jadwal Pelaksanaan

	
	
	
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Agst
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	

	Analisis  Jabatan dan analisis beban kerja belum dilaksanakan secara optimal 
	Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan kinerja yang  dihasilkan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penilaian kinerja individu belum sepenuhnya berdasarkan capaian kinerja masing-masing individu
	Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja individu secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pemberian reward dan punishment terhadap seluruh pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja individu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan/displin/kodeetikbelum optimal dilakukan
	Monitoring dan evaluasi penegakan displin pegawai secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penguatan akuntabilitas kinerja
	Peran pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, PK dan pemantauan capaian kinerjabelum optimal dilakukan
	Melibatkanpimpinan dalam penyusunan Renstra, Renja, PK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja oleh pimpinan langsung secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pelaksanaan audit kinerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AREA	AREA PERUBAHAN
	Isu Permasalahan Strategis
	Rencana Kegiatan
	Jadwal Pelaksanaan

	
	
	
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Agst
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	Peningkatan Pengawasan
	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	Penyusunan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Perwal) Tahun 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Peningkatan Kapabilitas  APIP menuju Level 3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AparaturPengawas yang bersertifikat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sistem pengendalian gratifikasi belum optimal dilaksanakan
	Sosialisasi tentang kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi oleh tim secaraberkala di lingkungan Inspektorat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Evaluasipenerapan SPI belum dilaksanakan secara optimal
	Sosialiasasi tentang kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkunganPemerintah Kota Bandar Lampung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monitoring dan evaluasi penerapan SPI secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	AREA	AREA PERUBAHAN
	Isu Permasalahan Strategis
	Rencana Kegiatan
	Jadwal Pelaksanaan

	
	
	
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Agst
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	
	Penanganan benturan kepentingan belum optimal disosialisasikan
	Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Implementasi pembangunan zona integritas belum optimal 
	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Peningkatan upaya pembangunan zonaintegritas, melalui penguatan pemahaman mengenai Zona Integritas untuk unit kerja yang membidangi (BagianOrganisasi, Inspektorat)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Penetapan dokumen Pakta Integritas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sosialiasasi tentangkebijakankewajibanpenyampaian LHKASN di lingkunganPemerintah Kota Bandar Lampung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Evaluasi LHKASN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AREA	AREA PERUBAHAN
	Isu Permasalahan Strategis
	Rencana Kegiatan
	Jadwal Pelaksanaan

	
	
	
	Jan
	feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Agst
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	
	Penanganan pengaduan masyarakat belum optimal dilakukan
	Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat oleh tim secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WBS belum disosialisasikan secara maksimal
	Sosialisasi tentang kebijakan pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran/WBS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pelayanan publikmasih belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal 
	Monitoring dan evaluasi pelayanan public secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum optimal dilaksanakan
	Menyusunpeta/matrik kebutuhan pelatihan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monev pengembangan kompetensi pegawai secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	AREA	AREA PERUBAHAN
	Isu Permasalahan Strategis
	Rencana Kegiatan
	Jadwal Pelaksanaan

	
	
	
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Agst
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	












	Penilaian kinerja individu (SKP) belum sepenuhnya berdasarkan capaian kinerja masing-masing individu
	Monev penilaian SKP secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Reviu perbaikan standard pelayanan belum optimal 
	Reviu dan perbaikan standard pelayanan yang melibatkan stakeholder dan dilakukan secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Peningkatan kualitas pelayanan public 





















	Punishment/reward bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standa belum ditetapkan
	Menyusun usulan penetapan punishment and reward bagi pelaksana layanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Menyusun usulan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monitoring dan evaluasi secara berkala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Inovasi pelayanan public belum optimal 
	Menyusun inovasi pelayanan publik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Optimalisasi inovasi pelayanan public 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan publik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AREA	AREA PERUBAHAN
	Isu Permasalahan Strategis
	Rencana Kegiatan
	Jadwal Pelaksanaan

	
	
	
	

	
	
	
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Agst
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	
	
	Tindak lanjut pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dilakukan evaluasi penanganan keluhan atas pengaduan pelayanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pelaksanaan sosialisasi penerapan budaya pelayanan
	Sosialiasi penerapan budaya prima pada seluruh pegawai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penilaian tidak lanjut kepuasan masyarakat terhadap pelayanan belum optimal
	Optimalisasi tindak lanjut dari hasil survey kepuasan masyarakat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan belum dilakukan
	Pelayanan dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Perbaikan pelayanan secara berkal adengan menggunakan teknologi informasi
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